KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, S Juli 2023

Kepada Yth,

1. Ketua Pengadilan Tingkat
Banding;

2. Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama;

di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2023

TENTANG

TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN
MELALUI SURAT TERCATAT

Bahwa penyampaian panggilan dan pemberitahuan bagi para pihak,
termasuk pihak ketiga, yang tidak memiliki domisili elektronik dalam
proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik
dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata
Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara
Elektronik maka untuk keseragamannya agar dipedomani hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat
merupakan panggilan dan/atau 'pemberitahuan yang disampaikan

kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan pada penerima



N

-0-

harus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan
menyebutkan tanggal terima.
Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan
oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan
pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.
Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan
langsung (on hand delivery) kepada para pihak, akan tetapi dalam hal
tidak dapat disampaikan secara langsung, disarhpaikan kepada orang
dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan
secara langsung (on hand delivery), para pihak tidak bersedia
menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima,
petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat
secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau
tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan
(retur).
Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses
terbatas seperti apartemen/rumah susun/ tempélt tinggal lainnya yang
sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat
disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak
atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada
resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada
orang vyang tinggal serumah dengan para pihak dan
resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat
tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan
angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal:
a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang
bersangkutan.
Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis/petugas
keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang.
sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak

bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/atau
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pemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk

aparat kelurahan/desa) setempat.

Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus

disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau

pemberitahuan tersebut disampaikan melalui Iﬁrah atau kepala desa

(termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan

pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari

yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkain pengantaran kedua
dapat dilakukan pada hari berikutnya. ‘

Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke

pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak

tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadgannya saat ini sudah
tidak diketahui lagi baik di dalam maupun di iuar wilayah Republik

Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan éelanjutnya dilakukan

melalui mekanisme panggilan umum. |

Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak

tinggal di alamat tersebut, atau para pihak télah meninggal dunia,

keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dehgan keterangan dari
lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.

Bahwa panggilan harus dikirimkan melalui ésurat tercatat paling

lambat 6 (enam) hari kalender sebelum sidaungr dan diterima secara

patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) harikkerja sebelum sidang,
kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam penyerahan panggilan dan/atau pemberitahuan melalui

surat tercatat harus memuat informasi sebagai berikut:

a. “telah diterima langsung oleh pihak penerima”, dalam hal diterima
langsung para pihak;

b. “penerima tidak bersedia menerima atau tidak bersedia
menandatangani”, dalam hal para pihak tidak bersedia menerima
atau menandatangani;

c. “telah diterima oleh ..... (nama penerima) yang tinggal serumah
dengan pihak penerima/resepsionis/petugas keamanan di
apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis di

tempat tinggal penerima”, dalam hal diterima oleh orang yang
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tinggal serumah dengan para pihak atau resepsionis/petugas
keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya
yang sejenis di tempat tinggal para pihak;

“telah diterima oleh ..... (nama penerima), lurah/kepala desa
(termasuk aparat kelurahan/desa) .... (nama kelurahan/desa
terkait) karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah
dilakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali’, dalam hal
disampaikan melalui lurah/kepala desa (termasuk aparat
kelurahan/desa) setempat;

“alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan ....
(nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) ....
(nama kelurahan/desa terkait)’, dalam hal alamat para pihak
tidak ditemukan; |

“pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai
keterangan .... (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat
kelurahan/desa) .... (nama kelurahan/desa terkait)’, dalam hal
para pihak tidak tinggal di alamat tersebut; atau

“pihak penerimd telah meninggal dunia sesuai keterangan ....
(nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) ....
(nama kelurahan/desa terkait’, dalam hal para pihak telah

meninggal dunia.

Bahwa penyampéian panggilan dan/atau pemberitahuan melalui

surat tercatat harus disertai bukti/informasi penerimaan yang dapat

diakses secara elektronik dengan isi sebagai berikut:

a.
b.

C.

tanggal terima;

identitas penéﬁma;

foto penerima dan kartu identitas penerimé, dalam hal diterima
oleh orang‘d'ewasa yang tinggal serumah dengan para pihak atau
resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah
susun/tempat tihggal lainnya Yémg sejenis;

tanda terima yang ditandatangani dan dicap, dalam hal diterima
oleh lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa).
Namun jika lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa)

sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f,
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dan huruf g tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap,
keterangan pada angka 12 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g
ditambahkan keterangan “lurah/kepala desa (termasuk aparat
kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan
cap”; dan

e. titik koordinat penerimaan (geotagging).

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan:
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI.



